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BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR # TAHUN 2A2L

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 20I.6
TENTANG

PEMBEN"UKAN DAN SUSUNAN PERANGI(A? DAERAH
KABUPATEN MINAHASA IJTARA

DENGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang:

SALIIEUV

bahwa dengan dikeluarkaa dan ditetapkannya

Peratura:r Menteri dan Perafuran

Kernenterianllembaga Pemeriatah Non-Kementerian

tentang Nomenklatur yang membidangi urusan

Femerintahan rnaka. perlu diadakan penyesuaian

Nomenklatur Peranglcat Daerah;

batrnra untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O9 ayat

{1} Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Ferangkat Daerah, maka perlu mengadakan

pembahan tgdradap Nomenklatur Ferangkat Daerah;

bahwa iiehubungan dengan hal tersebut pada huruf a
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah

tenta*g Ferubalran atas Peratrran Daerah Nomor 5

Tahwr 2015 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daeral: Kabupaten Minahasa Utara;

a.

b.

c.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara

Repuhlik Indonesia Tahun X"945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten lMinahasa Utara di Provinsi

Sulawesi Utara fl,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOg Nomor 148n Tambahan Lembaran Negara
ai
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Republik Indonesia Nomor a3a3);



3. Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 &ntang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 55871

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan UndangUndang Nomor L 1 Tahun 2O2O tentang

Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun ?,A?.O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

trerangfuat llaerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58871

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pernerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubatran

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OL8

tentang Perangkat Daerah (trembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2019 Nomor tB7, Tarnbahan

Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6aO2);

5. Peratumn Menteri Fekerjaan Umunn dan Ferumahan

Ra$rat Nomor 32/FRT/M/2O16 tentang Fedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Berita Negara Republik Indor:esia Tahun

2016 Nomor 157ah

6. Peraturasr Menteri Kelautan dan Perikanan N<rmor

26/PERMEN-KPI20 16 tentang Fedoman Namenklatur

Pemngkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangi<at

Daerah Ptovinsi dan trfubupaten/Kota yang

melaksanakan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1327);

7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor L 1

Tahun 2S16 tentang Hasil Pemetaac Urusan

Pennerintaha"tr Daeratr Bidang Perpusta.lcaan {Beritl
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor f SaO); p

t



Menetapkan

8. Peraturam. Menteri Dalam Negeri Namor 5 Tahun 2017

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

Frovinsi dan Daerah KabupatenlKota ya$g

MelaksanalEan Fungsi Penuqieng Perryelengaraan

Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indcnesia Tahun %ALT Nomor 191;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Folitik

{Eerita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

lea);

LO. Keputusan Menteri Dalam ltlegeri Nomor 1OO-440

Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat

Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

11. Peraturan Daerah Namor 5 Tahun 2016 tentang

Pembenhrkan dan Susu:tan Perangkat Daerah

Kabupaten Minahasa lJtara (I"embaran Daerah

Kabupaten Minahasa Utam" Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuxr Elersama

DEWAN FER TAKII.A.N RAIffAT DAERAH KABUPATE}T

MINAHASA UTARA

dan

BUPATI MINA}IASA UTARA

MEMUTU$KAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERAT\.,iRAN DAERAH NOMOR 5 ?AHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERA1TGKAT DAERAH

KAEUPATEN MINA.HASA UTARA.
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Fasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembenhrkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara

(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 Nomor 5) diubah
sebagai berikut:

1. Ketenttran Passl 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daeratr ini dibentuk Perangkat Daerah dengan su$uran
sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah merupakan Sekretariat

Daerah Perwakilan Ralcyat Daerah Tipe C;

c. Inspektorat Inspektorat Daerah Tipe B;

d. Dinas Daerah, terdiri dari :

I. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pmerintahan

bidang pendidikan;

2. Dinas Kesehatan Tipe E menyelenggarakan !.lrusa1! pemerintahan

bidang kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Pena"taan Ruang fipe B

menyelengarakan riru$asr perneriirtalran bidang pekerjaan umlrm

dan penataan ruang;

4. Dinas Perumahan dan Kaurasan Permukiman Tipe C

menyeleaggarakan urusan bidang perumahan dan

kaqrasan perarukiman;

5. Dinas Perhubungan Tipe A merryeleagarakan urusan
pemerintahan bidang perhrebungan;

6. Satuan Polisi Pamong @ia dan Kebakaran Tipe A

merqrelenggaraka* urusan perrrerintahan bidang ketenteraman dan

ketertiban umum $erta perlindungan masyarakat suh urusan polisi

pamong prada dan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub

urusan kebakaran;

7. Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat darr Desa Tipe A
menyelenggarakau trrusafi pemerirrtatran bidang sosial dan bidang

pemberdayaan masyarakat dan Cesa; $
&



8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;

9. Dinas Pangan Tips A menyelengarakan urusan pemerintahan

bidang pangan;

1O. Dinas tinglcungan Hidup Tipe A menyelenggarakan uruBarl

pemerintahan bidang lingkungan hidup;

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan $ipil Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bid,ang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil;

12. Dinas ?eaaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang tenaga kerja dan bidang koperasi dan usaha kecil dan

nrenengah;

13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B
menyelenggarakan urusa& pemerintahan bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;

14. Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian fipe A
menyelenggarakan urusafi pemerintahan bidang kamunikasi den

informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

15. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perdagangan dan bidang ESDM;

16. Dinas Perindrrstrian fipe C menyelengarakan urusan

pemerintahan bidang perindustrian;

17. Dinas Penar:.amaa Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu fipe C

merqyelen Lrrusan pemerintahan bida*g penanaman rnodal

da* bidang pela5ranan terpadu satu pin&;
L8. Dinas Kepenrudaan dan Olahrasa Tipe A rtrenyelenggaral<an urusani

pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelengarakan

urusa:r pemerintahan bidaag peqpustakaan dan bidang kearsipan;

2O. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang kelautan dan perikanan;

2L. Dinas Pariwisate fipe A menyelenggarakarr urusar. pemerintahan

bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;

22. Dinas Pert*nian Tipe A menyeleaggarakan urusan pemerintahan
aj
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bidang pertanian.



e, Badan Daemtr terdiri dari:

t. Badan Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan

Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penu4iang

perencanaan dan fungsi penu4jang penelitian dan pengembangan;

2. Badan Kepegawaia:r dan Peagembangan Sumber Daya Manrrsiafipe

C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan

surnber daya nranusia;

3. Badan Fengelolaan Keuangaa dan Pendapatan Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan pendapatan daerah;

4. Badaa Kesatrran Bangsa dan Politik menyelengarakan urusa$
pemerintatran di bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Ketentuan Pa$al 7 ayat {2} diubah sehirega Pasal 7 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

tl} Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Fasal 4 terdapat Unit Pelaksana Tekmis Dinas Daerah

Kabupaten di bidang pendidikan bempa satuan pendidikan daerah

I(abupaten.

(2! Sattran pendidikan daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pad.a

ayat {L} berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan

nonformal.

3. Ketentr.lsn Pasal I ayat {1} diubah sehingga Pas*l I berbuayi sebagai

herikut:

Pasa.I I

(t) Selain Unit Felaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten eebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis daerah

Kabupaten di bidang kesehatan berupa rurnah sakit daerah Kabupaten

sebagai unit organisasi berui$at strrkttrre.l dan rrnit layanan yang

bekerja secara profesional.$
g



(2! Rumah sakit daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

bersifat otonom dalam perryehenggaraan tata kelola rumah sakit dan

tata kelola klinis serta menerapkan pota pengelolaan keuangan badan

Iayanan umum daerah.

4. Ketentuan Pasal L2 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berla]m pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daeratr ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten

Minahasa Utara.
-<t

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal Be @@r
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BUPATI MINAHASA UTARA,

2A?L
s

F
s

.IOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
'#3 F ec1*F*f 2A2t

DAERA}T KA,EUFATEN NdINAHASA UTARA;

WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

LEMBARAN DAERAH KABUFATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2A2L NOMOR &

NOREG PERATURAN DAERA}I KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI

SUI,AWESI UTARA . #dW E€Ftr#EE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DOLLY H. B. , s,H., M.H

$,1 ffiq*!
PJ.

NIP. 19711213 L997A3 1003


